
 

 

DUALISME PERATURAN YANG MENGATUR EKSISTENSI BMT 

ANTARA POJK NOMOR 30/POJK.05/2014 DAN PERMEN.KOP NOMOR 

11/PER/M.KUKM/XII/2017 TENTANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH 

(DPS). 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana 

Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

 

Oleh: 

Septiani Wulandari 

NIM: 1153020146 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

SUNAN GUNUNG DJATI 

BANDUNG 

2019 M /1441 H 


